BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Sesuai analisis dan penghitungan pajak penghasilan badan terutang,
diperoleh hasil penghitungan dari dua variabel: Dengan perencanaan pajak dan
tanpa perencanaan pajak. CV PAJ menerapkan perencanaan pajak dengan
mendirikan delapan CV baru untuk membagi peredaran bruto, sehingga diperoleh
angka peredaran bruto tiap CV yang tidak melampaui Rp 4,8 Miliar, sehingga
kesembilan CV dapat memanfaatkan PPh Badan UMKM sesuai yang diatur PP 23
Tahun 2018. Maka diperoleh jumlah PPh badan terutang lebih kecil daripada
ketika CV PAJ belum mendirikan delapan CV baru. Hal ini menunjukkan manfaat
langsung dari penerapan perencanaan pajak, yaitu menghemat jumlah pajak
terutang yang harus dibayar tanpa keluar dari koridor hukum yang berlaku,

sehingga berdampak langsung terhadap efisiensi keuangan perusahaan.

5.2. Saran

Sesuai simpulan di atas, penulis menyarankan CV PAJ dan delapan CV
barunya untuk tetap mengimplementasikan perencanaan pajak dengan
memanfaatkan PPh Badan UMKM vyang tercantum daam PP 23 tahun 2018 di
tahun pajak mendatang. CV PAJ dan delapan CV barunya juga sebaiknya
memperhatikan batas akhir pemanfaatan PPh Badan UMKM ini, yaitu 4 tahun
terhitung sejak penggunaan pertamanya. Manajemen internal perusahaan
sebaiknya melakukan kajian mengenai perencanaan pajak apa yang akan diambil
setelah habis masa pemanfaatan PPh Badan UMKM tersebut demi tercapainya

efisiensi keuangan perusahaan.
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